PENDAHULUAN

Latar Belakang

Redistribusi tanah objek landreform merupakan program pemerintah untuk
menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
berkeadilan melalui pembagian tanah kepada masyarakat dengan syarat-syarat
tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tanah obyek
landreform terdiri dari tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah
swapraja dan bekas swapraja serta tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara
yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai obyek landreform. Objek tersebut
tidak boleh dialihkan haknya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu
10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan
tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan.

Kegiatan redistribusi tanah bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial
ekonomi masyarakat dengan membagi tanah pertanian secara adil dan merata
sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah. Kegiatan tersebut sekaligus
merupakan wujud pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 pasal 33, Undang
Undang Pokok Agraria (UUPA) serta TAP MPR nomor IX/MPR/2001 tentang
pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.

Menurut Waryanta (2016) kegiatan landreform untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui 2 skema yaitu asset reform dan access
reform. Asset reform dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat
yang memerlukan, sedangkan access reform adalah memberikan akses kepada
penerima asset reform supaya mampu memberdayakan tanahnya untuk
meningkatkan kesejahteraan melalui akses penyediaan infrastruktur, pembiayaan,
pengolahan, pasca produksi, pemasaran, hingga distribusinya. Wiradi (2000)
menyatakan kegiatan landreform yang hanya berupa redistribusi tanah kurang
berhasil mencapai tujuan karena buruh tani yang memperoleh tanah banyak yang
tidak mampu mengusahakan sendiri tanah tersebut karena kekurangan modal,
kurang keterampilan dan lainnya sehingga akhirnya tanahnya dijual.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan kegiatan redistribusi tanah dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan redistribusi tanah di Kulon
Bambang, Desa Sumber Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar menunjukan
terjadi peningkatan pendapatan penerima redistribusi tanah (Isnaeni 2017a). Pada
kasus yang lain Soetarto et al. (2007) dalam penelitian tentang kegiatan
redistribusi tanah di Desa Mendiro, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan kesejahteran dalam berbagai
aspek dalam waktu 4 tahun. Demikian juga di Filipina pelaksanaan landreform
sukses berkontribusi menurunkan kemiskinan petani dengan penyediaan kredit
(Das 2008).

Beberapa kegiatan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, misalnya program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),
di Desa Kayuambon Lembang UP2K berperan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Nurfadillah 2019). Penelitian Liony Wijayanti dan Ihsannudin (2013)
memperlihatkan bahwa bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat dapat
meningkatkan produksi garam dan kualitas garam. Upaya lainnya adalah Program
Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) pedesaan, PNPM dilaksanakan di
Desa Teluk Pakedai 11, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya untuk



membantu keluarga miskin menambah penghasilan (Adnan 2012). Dalam
penelitian ini upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui
peran sertipikat redistribusi tanah.

Selama periode tahun 2009-2018, Kabupaten Pasaman Barat telah
melaksanakan kegiatan redistribusi tanah sebanyak 11.140 bidang yang tersebar di
7 kecamatan. Kecamatan Ranah Batahan adalah lokasi terbanyak melaksanakan
kegiatan ini yaitu sebanyak 4.513 bidang, pelaksanaan kegiatan ini paling banyak
pada tahun 2010 yaitu sebanyak 2.650 bidang yang tersebar di 4 nagari sedangkan
jumlah paling sedikit pada tahun 2016 yaitu sebanyak 400 bidang di satu nagari.

Rumusan Masalah

Kegiatan asset reform yang dilaksanakan melalui program redistribusi tanah
telah dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan
access reform, salah satunya dengan mendampingi masyarakat penerima
sertipikat hak atas tanah untuk menggunakan sertipikat sebagai alat mengakses
modal.

Menurut Isnaeni (2017b) kegiatan redistribusi tidak berhenti sampai
pemberian tanda bukti hak atas tanah, tetapi dilanjutkan dengan memberikan
fasilitas terhadap modal, teknologi, pasar, peningkatan kapasitas, manajemen dan
pendampingan. Hal ini supaya tanah yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan
optimal, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan taraf
hidup penerima sertipikat.

Sertipikat yang diagunkan akan diterbitkan sertipikat hak tanggungan
sebagai bukti hukum objek tersebut sedang diagunkan. Berdasarkan data dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, jumlah sertipikat redistribusi tahun
2009-2018 yang sudah memiliki hak tanggungan sebanyak 871 bidang (7,79%).
Tambahan modal yang diperoleh masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki
perekonomian dengan menggunakan modal untuk kegiatan produktif sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah dapat digunakan
sebagai alat untuk mengakses modal usaha. Purnamasari dan Hutagalung (2012)
dalam penelitiannya tentang kegiatan redistribusi tanah di Kecamatan Tanjung
Bintang, Kabupaten Lampung Selatan menyatakan selain diterima secara antusias
oleh masyarakat pelaksanaan reforma agraria melalui program redistribusi tanah
juga membawa perubahan bagi masyarakat dengan memanfaatkan sertipikat
redistribusi tanah yang diperoleh sebagai agunan untuk mengakses modal ke
bank. Selain itu penelitian Sugiyanto et al. (2008) menyimpulkan salah satu
persepsi masyarakat terhadap sertipikat adalah manfaat sertipikat yang dapat
dijadikan sebagai jaminan kredit. Kedua penelitian di atas masih berbasis pada
data tabulasi dengan topik bahasan berupa pemanfaatan sertipikat redistribusi
tanah untuk akses modal. Penelitian ini mengkaji pola spasial sertipikat yang
belum dipahami dari berbagai kajian serupa terdahulu. Disamping itu juga
diidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat untuk agunan
serta pemanfaatan modal yang diperoleh, yang juga belum dibahas pada penelitian
sebelumnya .

Objek kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman Barat mayoritas
adalah kebun kelapa sawit (BPN, 2020). Tambahan modal dapat meningkatkan
kualitas pemeliharaan tanaman sehingga kualitas buah sawit yang dihasilkan lebih



baik dan petani memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Modal dari kegiatan
access reform juga dapat digunakan untuk memulai penanaman atau peremajaan
kebun sawit, memperoleh bibit berkualitas sehingga kualitas output maksimal.
Harga jual yang lebih baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya perbaikan kesejahteraan petani di Kabupaten Pasaman Barat perlu
dilakukan mengingat Kabupaten Pasaman Barat berada diposisi keempat jumlah
penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2019). Berdasarkan
uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik kegiatan redistribusi tanah?

2. Bagaimana pola spasial lokasi sertipikat redistribusi tanah?

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan
untuk mengakses modal?

4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan modal yang diperoleh untuk kesejahteraan
masyarakat?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui karakteristik kegiatan redistribusi tanah.
Menganalisis pola spasial lokasi sertipikat redistribusi tanah.
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai
agunan untuk mengakses modal.
4. Menganalisis pengaruh pemanfaatan modal yang diperoleh untuk
kesejahteraan masyarakat.

N

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:
1. Memberi masukan kepada instansi terkait supaya sertipikat redistribusi tanah
dapat secara maksimal dimanfaatkan untuk akses modal.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pemanfaatan modal yang
diperoleh dari agunan sertipikat redistribusi tanah.

Kerangka Pemikiran

Ketimpangan kepemilikan lahan dan rendahnya kesejateraan petani menjadi
salah satu landasan awal program reforma agraria. Reforma agraria dilaksanakan
melalui kegiatan landreform. Landreform merupakan amanat dari TAP MPR
Nomor IX/MPR/2001 yang terdiri dari asset refrom dan access reform. Menurut
Wiradi (2017) petani kecil efisien memanfaatkan tanah dan modal, tapi akses
mereka terbatas untuk menjangkaunya, karena itu kegiatan redistribusi tanah perlu
untuk dilaksanakan.

Peran sertipikat redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui akses modal dapat dilihat dari jumlah sertipikat hak
tanggungan yang terbit diatas objek redistribusi tanah dan pengaruhnya terhadap
kesejahteraan. Pola penyebaran dan autokorelasi spasial lokasi redistribusi tanah
yang dijadikan agunan dan yang belum dijadikan agunan akan dianalisis,
selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhinya akan diidentifikasi. Selanjutnya
analisis ditujukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan
sertipikat untuk mengakses modal. Analisis ini untuk mengetahui pemanfaatan



sertipikat redistribusi tanah sebagai agunan dan faktor pendorong pemanfaatan
sebagai agunan. Lebih lanjut, pemanfaatan pinjaman modal dan pengaruhnya
terhadap perubahan kesejateraan masyarakat dianalisis pada kelompok penerima
sertipikat redistribusi tanah yang telah memanfaatkan sertipikat redistribusi tanah
sebagai agunan untuk mengakses modal.

Perubahan taraf kesejahteraan umumnya dikaji berdasarkan aspek
kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola
konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta bidang sosial lainnya
yang menjadi prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas hidup (BPS,
2019). Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji perubahan kesejahteraan
pada aspek kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, disusun kerangka pemikiran
penelitian seperti disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran

TINJAUAN PUSTAKA

Reforma Agraria

Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa bumi air dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Negara diberi wewenang untuk mengatur
dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan hukum
antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang tersebut bersumber
pada hak menguasai negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat



dalam kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan masyarakat dan negara hukum
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan utama reforma agraria adalah memperbaiki ketimpangan struktur
agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan
dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani
yang tidak memiliki tanah di pedesaan (Rachman dan Setiawan 2015). Ada dua
kondisi yang mempengaruhi meluasnya kemiskinan di pedesaan yaitu
meningkatnya persentase jumlah petani kecil dan pertumbuhan jumlah rumah
tangga tani yang tidak memiliki tanah (Bachriadi dan Wiradi 2011). Petani
umumnya memiliki tanah yang kecil, menurut penelitian di Jawa dan Bali, jumlah
petani pemilik tanah (40%) lebih sedikit dibanding buruh tani (60%) (Tim Peneliti
STPN 2014). Usaha pemerataan penguasaan tanah melalui landreform secara
potensial dapat menunjang sekaligus dua tujuan utama pembangunan yaitu
kenaikan produksi dan pemerataan (Soentoro et al. 2017).

Menurut Soetarto et al. (2007) masalah agraria merupakan masalah yang
kompleks dan salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah ketimpangan
struktur agraria karena perbedaan akses terhadap sumberdaya agraria tersebut.
Konflik merupakan respon atas ketimpangan struktur agraria. Konflik juga dapat
diakhiri dengan berbagai bentuk penyelesaian, misalnya redistribusi lahan.
Reforma agraria bisa menjadi basis utama dari pembangunan nasional oleh
pemerintah. Banyak studi yang menyebutkan kegagalan tata kelola kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh pemerintah orde
baru akibat membekukan reforma agraria (Waryanta 2016).

Pembaruan agraria merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang
muncul dalam struktur agraria masyarakat yang memerlukan landreform. Program
pembaruan agraria yang dijalankan sangat bergantung dari sistem ekonomi politik
dan watak dari pemerintah, dengan kata lain kunci dalam pelaksanaan pembaruan
agraria adalah keinginan dan kehendak pemerintah (Marini 2011). Dalam
menerapkan prinsip hak menguasai oleh negara dalam sumber daya agraria maka
pengaturan landreform di Indonesia secara khusus mengatur landreform dengan
berbagai program yang bertujuan melindungi petani dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan (Sapriadi 2015).

Keberhasilan reforma agraria menurut Wiradi (2000) ditentukan oleh
beberapa prasyarat yaitu kemauan politik elit penguasa, elit pemerintahan harus
terpisah dari elit bisnis, partisipasi aktif dari semua kelompok sosial dan
ketersediaan data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti. Terpenuhinya
prasyarat tersebut akan memberikan dampak positif yaitu menciptakan kepastian
hukum dan menciptakan struktur sosial yang dirasakan lebih adil sehingga petani
termotivasi mengelola lahan.

Konsep reforma agraria menurut Fatimah (2015) pada hakekatnya
merupakan konsep landreform, yaitu penataan kembali struktur penguasaan dan
kepemilikan tanah yang lebih adil, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan
tanah. Landreform merupakan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta
hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
Program pemerintah dalam rangka program landreform adalah redistribusi tanah.
Reforma agraria dapat meningkatkan akses kaum tani miskin kepada penguasaan
tanah melalui program redistribusi tanah dengan kegiatan pemberian tanah yang
berasal dari tanah obyek landreform kepada para petani atau penggarap yang



memenuhi persyaratan. Landreform menurut Sucianti (2004) adalah kegiatan
untuk menuju konsolidasi tanah, tujuannya adalah supaya penguasaan tanah yang
tidak teratur menjadi teratur.

Reforma agraria muncul dari kekuatan sosial dan politik yang dinamis
dalam masyarakat yang mendorong terjadinya modernisasi. Kekuatan-kekuatan
ini memunculkan cakupan yang luas dari program dan proyek reformasi
penguasaan lahan. Dampak reforma agraria sulit untuk diukur dalam jangka
pendek. Ketika kondisi statis atau hanya sebagian dinamis berlaku dalam
masyarakat, hanya menghasilkan reformasi tenurial, itu hanya dapat menghasilkan
serangkaian program yang dikompromikan dengan dampak kecil pada
pengembangan jangka panjang (Laporte et al. 1971).

Pelaksanaan landreform di Indonesia menurut Syahyuti (2016) sangat berat
karena kondisi ekonomi dan politik yang belum mapan, setelah beberapa tahun
dilanda krisis multidimensi. Peluang yang realistis adalah melaksanakan program
landreform secara terbatas yaitu untuk wilayah-wilayah yang tekanan penduduk
dan konflik pertanahannya masih ringan terutama di luar Jawa. Landreform
terbatas di sebagian wilayah banyak diterapkan negara-negara lain, misalnya di
India dan Jepang. Agar diperoleh hasil yang optimal maka program landreform
harus dilaksanakan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain.
Redistribusi lahan di satu wilayah akan meningkatkan kesejahteraan jika
disiapkan unsur-unsur lain seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan
dikembangkan oleh masyarakat, dukungan modal untuk usahatani, serta teknologi
dan pasar.

Tujuan pelaksanaan landreform menurut Sitorus et al. (2016) adalah tujuan
politis dan sosial serta tujuan-tujuan ekonomis. Tujuan politis dan sosial
landreform adalah mengapus feodalisme (tuan tanah), selain itu bertujuan untuk
membebaskan petani menuju keadilan agraria dan membebaskan ketergantungan
kepada kaum yang mengeksploitasi dan membuat mereka menjadi warga negara
aktif dalam menuntut hak-haknya. Tujuan yang lain adalah untuk menciptakan
demokrasi. Tujuan politik adalah untuk melakukan perubahan selama proses
realisasi reformasi. Tujuan ekonomis landreform adalah untuk memperbaiki
kondisi petani yang tidak memiliki tanah atau memperbaiki hasil panennya yang
tidak maksimal sehingga insentif investasi disektor ini kecil atau memperbaiki
tanah serta pertumbuhan produksi. Tujuan ekonomi yang lain adalah untuk
meningkatkan skala pengelolaan pertanian yang maksimal. Landreform bertujuan
menciptakan unit usaha yang optimum, sehingga tercapai peningkatan kualitas
penggunaan, pemeliharaan tanah, dan penggunaan teknologi sehingga hasil panen
optimal. Landreform juga bertujuan untuk mensinergikan pertanian dengan
keuntungan ekonomi industri.

Penelitian tentang pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa
Bogorame oleh Novprastya et al. (2013) menunjukan hasil yaitu dibangunnya
jalan-jalan masuk ke desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan. Perubahan
ini meningkatkan semangat petani, selain itu dibangunnya jalan-jalan desa dan
jalan setapak yang mengelilingi tegalan memudahkan masyarakat khususnya
petani untuk menyalurkan hasil pertaniannya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan
program landreform yaitu untuk meningkatkan produktivitas penggunaan tanah-
tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan



lain yang berdimensi keadilan dan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-
sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian.

Filipina menurut Das (2008) merupakan salah satu negara yang
melaksanakan program reforma agraria dan mengalami perkembangan yang
sangat penting melalui kegiatan landreform, negara ini berhasil melaksanakan
landreform untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Penilaian berkala program ini
menunjukan sukses berkontribusi menurunkan kemiskinan petani penggarap.
Pelaksanaan reforma agraria juga memperhatikan pengembangan bagi penerima
manfaat program tersebut. Dalam pertemuan di University of Philippines dibahas
perlunya penyediakan akses kredit dan asuransi.

Menurut McDonald (1997) pelaksanaan reforma agraria di Jepang dimulai
pada 1940an. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi melalui penataan kembali lahan pertanian dan kepemilikan lahan pertanian.
Mereka yang memperoleh lahan harus mengolah sendiri lahannya dan apabila
dilanggar ada kebijakan untuk menertibkannya. Hasil penelitian Kolb dan Nelson
(2012) menjelaskan bahwa kunci keberhasilan reforma agraria di Asia adalah
kekuatan suatu negara untuk mendukung kegiatan tersebut dan bersedia untuk
mendukung pembaruan dan menggunakan semua instrumen pemerintah untuk
keberhasilan reforma agraria. Dalam tulisan Iscan (2018) dijelaskan bahwa teori
ekonomi menunjukkan bahwa ketika tuan tanah menuntut hasil dari penyewa
tanah maka penyewa hanya memberikan upaya suboptimal pada tanah sewaan
tersebut. Dengan dilakukannya redistribusi tanah di Jepang, Korea Selatan dan
Taiwan pasca perang dunia Il terjadi perubahan struktural, dampaknya tidak
hanya langsung pada sektor pertanian, tetapi juga stimulus yang dirasakan oleh
industri di negara tersebut. Ketiga negara tersebut melakukan redistribusi tanah
ketika ekonomi mereka masih sangat bergantung pada pertanian, peternakan dan
sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Hasil penelitian Bruce (2016) menunjukan bahwa petani kecil menyumbang
hampir 95% dari produksi kopi di Nikaragua sebagai hasil dari reforma agraria,
sedangkan di Meksiko kegiatan reforma agraria menjamin kelangsungan sektor
petani kecil yang dipegang secara kolektif oleh kelompok adat yang membentuk
sekitar 70% petani kopi skala kecil Meksiko. Contoh kasus lain adalah di
Zimbabwe, menunjukkan bahwa banyak petani kecil yang berlokasi di skema Al
di Provinsi Masvingo diuntungkan dari akses ke basis lahan yang diperluas,
keuntungan yang selama ini hanya untuk bertahan hidup menjadi meningkat
(Aliber dan Cousins 2013).

Menurut Hebinck et al.(2011) di Afrika Selatan memperlihatkan
keberlanjutan kegiatan landreform di area pertanian komersial maupun di area
komunal (misalnya wilayah Ciskei dan Transkei di Eastern Cape). Sedangkan
penelitian Toit (2013) memperlihatkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di
Afrika Selatan ditekankan pada upaya ganti rugi dan rekonsiliasi dengan
mengutamakan keadilan distributif.

Di Venezuela dilakukan pendistribusian kelebihan lahan maksimum dari
tuan tanah untuk dibagikan kepada yang tidak memiliki tanah. Bagi tuan tanah
yang tidak mau melepaskan lahannya akan dikenakan pajak yang sangat tinggi
(Bolgar 1966). Hal yang sama juga dilakukan di Portugal yaitu kelebihan lahan
maksimum juga didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki lahan (Raven



1988). Sedangkan pelaksanaan reforma agraria di Cili dipicu oleh ketimpangan
pendapatan yang besar pada masyarakat (Jefferies 1971).

Akses Modal

Pelaksanaan access reform menurut Arisaputra (2016) mengharuskan
pemerintah memberikan fasilitas akses kepada masyarakat tidak hanya berupa
lahan tapi juga akses kepada instrumen penunjang lahan, salah satunya adalah
modal. Modal adalah salah saru faktor yang mempengaruhi usahatani (Supanggih
dan Widodo 2013). Usahatani membutuhkan input antara lain lembaga keuangan
(Sa’diyah dan Dyanasari 2014). Faktor-faktor yang signifikan berpengaruh
terhadap aksesibilitas kredit petani pada lembaga keuangan bank yaitu usia petani,
lama pendidikan formal petani, pengalaman usahatani dan pendapatan usahatani
(Sartika dan Karyani 2018).

Salah satu penghambat perkembangan ekonomi adalah kepemilikan modal
(Zebua et al. 2016). Hal ini karena tidak semua kalangan masyarakat dapat
menerima pembiayaan dari lembaga keuangan karena tidak semua masyarakat
dianggap bankable atau mempunyai jaminan (Jubaya dan Wulandari 2015). Perlu
kebijakan pemerintah, kontribusi pakar praktisi bisnis, maupun akademisi untuk
memberikan daya pendorong pengembangan pembiayaan sektor pertanian atau
memberikan alternatif pemecahan masalah terkait permasalahan permodalan
(Maulida dan Yunani 2017). Kemampuan petani memperoleh informasi pasar dan
modal masih tergolong sangat rendah (Dewi 2010). Penelitian Waryanta (2016)
menyimpulkan bahwa kegiatan reforma agraria belum bisa mewujudkan
kemandirian ekonomi lokal karena masuknya pembiayaan dengan sistem bunga
dan denda pinalti. Untuk mengatasi ini diperlukan perubahan skema pembiayaan
dari sistem bunga dan denda pinalti diganti dengan integrasi program klaster yang
diinisiasi Bank Indonesia kedalam program reforma agraria.

Yoko dan Prayoga (2019) menyatakan sektor pertanian merupakan sektor
utama dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung. Akan tetapi, berbagai
permasalahan krusial masih ditemui dalam sektor pertanian, seperti rendahnya
produktivitas yang dipicu oleh kepemilikan lahan yang sempit serta keterbatasan
dalam permodalan. Selain itu Hermawan dan Andrianyta (2013) dalam
penelitiannya memperlihatkan bahwa petani memanfaatkan tambahan modal
untuk pembelian pupuk dan pestisida yang dianggap penting untuk peningkatan
produktifitas usahatani.

Supanggih dan Widodo (2013) menyatakan bahwa pendorong dalam
peminjaman modal usahatani adalah kurangnya modal usahatani tani yang dipicu
oleh tingginya biaya hidup serta masih sangat tergantung pendapatan pada sektor
pertanian. Dalam proses mengakses kredit yang menjadi kendala yaitu masih
belum merata jangkauan kredit lembaga keuangan formal ke petani, tingkat
sumber daya manusia petani yang kurang dalam pemahaman kredit yang ada di
lembaga keuangan formal serta masih adanya persepsi negatif petani terhadap
lembaga kuangan formal.

Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah
pengeluaran (Rianto 2011), sedangkan Nurohman et al. (2019) menyatakan salah
satu indikator kesejahteran masyarakat adalah pendapatan, konsumsi dan



pengeluaran rumah tangga. Perubahan ekonomi suatu masyarakat bisa diukur
melalui pendapatan perkapita, daya beli, peningkatan konsumsi, jumlah modal,
penyediaan kemudahan transportasi, biaya, jumlah tabungan dan perbelanjaan
serta perdagangan (Sari dan Pratiwi 2018). Terdapat beberapa indikator
peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di antaranya adalah adanya kenaikan
penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara
kualitatif dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (HS 2012).

Kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari tingkat hidup
masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan berkurangnya kemiskinan,
tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi,
dan tingkat produktivitas masyarakat. Kemiskinan merupakan fenomena yang
sulit untuk diatasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Nathan dan Scobell
2012).

Salah satu faktor yang penting untuk menilai dampak dari perubahan
lingkungan terhadap masyarakat adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Standar
kesejahteraan yang umum dipakai di Indonesia cukup bervariasi diantaranya
adalah yang dikeluarkan oleh World Bank dan Badan Pusat Statistik (Ramadhan
2012). Menurut (Rosni 2017) tingkat penghasilan berpengaruh besar terhadap
penetapan tingkat kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Luas wilayah
Kabupaten Pasaman Barat 188,03 km?2 dan berada pada posisi geografis 99910" -
100004 “Bujur Timur dan 0°33" Lintang Utara - 0°11'Lintang Selatan serta
memiliki batas administratif sebagai berikut (Gambar 2):

sebelah utara : Kabupaten Mandailing Natal
sebelah timur . Kabupaten Pasaman
sebelah selatan : Kabupaten Agam dan

sebelah Barat

200°E
L

: Samudera Indonesia.

9°500°E 100°00°E
L h

& \ + + KEC. |+ +
|

Gambar 2 Peta lokasi penelitian
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Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunanakan data primer melalui metode kuesioner dan
wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar
pertanyaan terstruktur. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut terdiri dari peta bidang lokasi
redistribusi tanah tahun 2009-2018, sebaran lokasi sertipikat hak tanggungan yang
terbit diatas objek redistribusi tanah dan peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Alat
penelitian yang digunakan terdiri dari Arc GIS 10.3, Autocad 2012, GeoDa,
Microsoft Word, Microsoft Excel dan SPSS 20.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktor yang
mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal
serta untuk melihat peran sertipikat redistribusi tanah yang telah diagunkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penentuan jumlah sampel responden
yang dibutuhkan ditentukan dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin
(Sevilla et al. 2007), rumus perhitungannya sebagai berikut:

N

T 1+ Ned)

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah sertipikat redistribusi

e = ketelitian atau tingkat akurasi (10% = 0.1).

Teknik stratified sampling digunakan untuk pengambilan sampel
berdasarkan informasi dasar antara lain jumlah penerima redistribusi lahan per
wilayah kecamatan, jarak lahan ke jalan, luas lahan dan ZNT untuk memilih
jumlah sampel secara proposional.

Desain Penarikan Contoh untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi
Pemanfaatan Sertipikat Sebagai Agunan untuk Mengakses Modal

Penerima sertipikat redistribusi tanah dikelompokan berdasarkan yang
sudah menggunakan sertipikat sebagai agunan dan yang belum menggunakan
sebagai agunan. Sertipikat redistribusi tanah yang sudah diagunkan sebanyak 871
bidang dan yang belum digunakan untuk agunan sebanyak 10.269 bidang (BPN,
2020). Jumlah sampel sertipikat redistribusi tanah yang belum diagunkan adalah
sebanyak:

10.269

"= (1+10269x%0.12)
n = 99.03~100
Jumlah sampel sertipikat redistribusi tanah yang sudah diagunkan adalah
sebanyak:

871

~ (1+871x0.12)
n = 89.7~90
Masing-masing populasi dikelompokan berdasarkan nilai tanah, jarak dari
jalan dan luas tanah. Pada tiap kelas sampel dikelompokan berdasarkan kategori
nilai tanah, jarak dari jalan dan luas tanah yang sama. Setelah diperoleh jumlah

n
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masing-masing kelas sampel lalu diambil sampel secara proporsional pada tiap
kelas sampel. Gambar 3 dan 4 memperlihatkan bagan pengelompokan sampel
untuk lokasi yang sudah diagunkan dan belum diagunkan.

populast
(n=871)
/\;
Nilai tanah <4000 4000- 7000
(n=199) 7000 (n=23)
(n=049)
Jarak dari jalan <1km > 1km <1km >1km > 1km
(n=25) (n=174) (n=215) (n=439) (n=7)

Luas tanah <1Ha | 1-2Ha Ha ; é A <1HaZ ; ;;
I=1

Kelas sampel = I=15 II VII=62 VII=113 IX=40 XI=13  XIV=3  XV=0
(=1) (0=2) n=1) o=7) (n=12) (n=53) (n=1) (n=1) (n=0)
V=20 V=75 \“I 79 X=76 XI=193 XII=170 XVI=4  XVII=l XVII=2
02 (=9 (n=9) @0=9) (@=20) (n=1§) (n=1) (n=1) (n=1)

Gambar 3 Bagan pengelompokan sampel yang sudah diagunkan

populast
(n=10269)
Nilai tanah K 4000 4000-7000 > 7000
1n=2817) (n=6949) (n=503)
Jarak darijalan | <1km >lkm | [<1km >1km <1km >1km
(n=632) (0=2185) | | @=243) (@=4315) | | (=231 1=172)
Luas tanah <1Ha |1-2 Ha | > 2Ha | | <|Ha | 1-2Ha | > Ha | |<1Ha | 1-2Ha | > Ha |
Kelas sampel =156 II=346 III=130  VII=631 VIII=1667 IX=136 XII=55  XIV=168 XV=8

@0=2) (n=3) (n=1) m=6)  (n=16) (n=1) (n=1) m=2)  (v=1)

V=302 V=1573  VI=110  X=1169 XI=2880 XII=466  XVI=17 XVII=253 XVIII=2

@=5) (n=15) (n=1) (=11)  (n=29) (n=5) (n=1) (n=2) (n=1)
Gambar 4 Bagan pengelompokan sampel yang belum diagunkan

Desain Penarikan Contoh untuk Analisis Pengaruh Pemanfaatan Modal
yang Diperoleh dari Agunan Sertipikat Redistribusi Tanah untuk
Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menganalisis tujuan ini populasinya adalah jumlah sertipikat
redistribusi tanah yang telah diagunkan (871 bidang), sehingga sampel sertipikat
redistribusi tanah yang sudah diagunkan adalah sebanyak 90 sampel. Masing-
masing populasi tersebut dikelompokan berdasarkan tahun diagunkan, nilai tanah,
jarak dari jalan dan luas tanah serta dibagi secara proporsional seperti terlihat pada
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Gambar 5. Pada tiap kelas sampel dikelompokan berdasarkan kategori tahun
diagunkan, nilai tanah, jarak dari jalan dan luas tanah yang sama. Setelah
diperoleh jumlah masing-masing kelas sampel lalu diambil sampel secara
proporsional pada tiap kelas.

Tahun
diagunkan
Nilai tanah , 4000-
<4000 7000 7000
Tarak dari jalan [ < 1im | [>lm | [<lim | |>1km | [<ikm | [>1km |
Lusstanah | <1Ha [1-2Ha | >2Ha | | <1Ha [1-2Ha | >2Ha | | <iHa [1-2Ha| >2Ha |

Gambar 5 Bagan pengelompokan sampel untuk tujuan 4

Teknik Analisis Data

Peta sebaran lokasi yang diagunkan dan lokasi yang belum diagunkan
dianalisis autokorelasi spasial dengan menggunakan indeks Moran dan Local
Indicator of Spasial Autocorrelation (LISA) dan G Statistik. Untuk melihat pola
spasial digunakan analisis ketetanggaan yaitu Average Nearest Neighbor (ANN),
selanjutnya dianalisis faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai
agunan untuk mengakses modal dengan menggunakan data dari wawancara
responden dengan menggunakan regresi logistik. Sertipikat redistribusi tanah
yang sudah dimanfaatkan untuk agunan akan dianalisis pemanfaatan dan
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan data dari
wawancara responden dan analisis korelasi.

Analisis Deskriptif Karakteristik kegiatan

l redistribusi tanah
Redistribusi

Tanah
- pengeluaran sebelum
ada tambahan modal
- pengeluaran setelah ada
Korelasi tambahan modal
| diagunkan |~
Pola sebaran:ANN
| Peta Sebaran Lokasi | —— S‘::st?all('o;rilf;s
Sertipikat :
Redistliibusi Moran. G Statistik
Tanah Regresi Lpgistik Faktor-faktor yang dan LISA
belom mempengarullli .
| saasaakas pemanfaatan sertipikat
g sebagai agunan

Gambar 6 Teknik analisis data
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Keterkaitan antara tujuan penelitian dengan jenis data dan sumber data serta
teknik analisis data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Matriks tujuan, jenis data, sumber data, teknik analisis

No Jenis data Sumber Teknik Analisis
Data
1 Mengetahui karakteristik data Kantor Analisis deskriptif
kegiatan redistribusi tanah tekstual dan  Pertanahan
spasial Kabupaten
sertipikat Pasaman
redistribusi ~ Barat
2 Menganalisis pola spasial data Kantor Indeks Moran,
lokasi sertipikat redistribusi  tekstual dan Pertanahan  LISA, G Statistik,
tanah spasial Kabupaten  Average Nearest
sertipikat Pasaman Neighbor (ANN)
redistribusi ~ Barat
3 Mengetahui faktor yang hasil kuisioner Regresi Logistik
mempengaruhi pemanfaatan ~ Kuisioner dan
sertipikat sebagai agunan dan wawancara
untuk mengakses modal wawancara
4 Menganalisis pengaruh hasil kuisioner Korelasi

pemanfaatan modal untuk kuisioner dan
kesejahteraan masyarakat dan wawancara
wawancara

Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat

Beberapa data sekunder yang dikoleksi adalah jumlah dan sebaran lokasi
redistribusi tanah secara umum, peta bidang lokasi yang sudah dimanfaatkan
untuk agunan dan yang belum dimanfaatkan untuk agunan serta peta Zona Nilai
Tanah (ZNT) tahun 2018. Redistribusi tanah tahun 2009-2018 dibedakan menjadi
2 kategori yaitu redistribusi tanah yang telah diagunkan dan yang belum
diagunkan. Karakteristik dari masing-masing kategori dianalisis berdasarkan pada
ZNT, buffer jalan, buffer pusat pemerintahan.

Pola Spasial Lokasi Sertipikat Redistribusi Tanah
Pola spasial dari redistribusi tanah yang telah digunkan dan yang belum
diagunkan dianalisis dengan autokorelasi spasial (indeks Moran, LISA, G
statistik) dan ANN. Perhitungan autokorelasi spasial dengan metode indeks
Moran adalah sebagai berikut:
B nYizg Xi=1 Wij (xj — X )(xj — X )

Yie (i —x)?

I : Indeks Moran

n : banyaknya lokasi kejadian
X; - nilai pada lokasi ke i

x;  :nilai pada lokasi ke j

X : rata-rata dari jumlah variabel

w;; :elemen pada pembobot terstandarisasi antara lokasi i dan |



14

Rentang nilai indeks Moran berkisar antara -1 sampai dengan 1, nilai -1
mewakili penyebaran data yang menyebar, nilai 0 merepresentasikan data acak
dan nilai 1 merepresentasikan data mengelompok. Uji signifikansi indek Moran
dilakukan dengan pendekatan normal dengan ketentuan sebagai berikut :

Ho : tidak ada autokorelasi spasial

H; : ada autokorelasi spasial

didasarkan pada taraf signifikansi tertentu (o) dan statistik uji Z berikut:
1—E(D) 1

Zthung \/VT(I) E(I) n—1
Tolak Hy jika Z hitung > Zpe  berarti ada autokorelasi.

Setelah melakukan pengujian autokorelasi spasial secara global
menggunakan indek Moran, perlu dilakukan pengujian secara lokal untuk melihat
lokasi mana saja yang memiliki autokorelasi spasial (Marinda et al. 2020), pada
penelitian ini digunakan LISA (local indicator of spatial autocorrelation) dan G
Statistik. Persamaan untuk menghitung indek LISA adalah sebagai berikut:

. (.X'L' - f) (x] - f)
Ii:ZiZWUZj Zi = —————— Zj:—

i=1 Ox Ox

zi dan zj adalah deviasi dari nilai rata-rata

o, = nilai standar deviasi dari variabel x

Pengujian terhadap parameter I; dapat dilakukan sebagai berikut:

Ho : tidak ada autokorelasi antar lokasi

H; : ada autokorelasi antar lokasi

didasarkan pada taraf signifikansi tertentu (o) dan statistik uji Z berikut:

I E(Ly) w;
Zthung - m E(Il) - n—1
l; . indeks LISA
Zhitung :nilai statistik uji indeks LISA
Wi :matrik pembobot
var (I;) : nilai varian indeks LISA
E (i) . nilai ekspektasi indeks LISA

Kesimpulan hasil pengujian adalah tolak Hy jika Z hitung > Zpe Yang berarti ada
autokorelasi antar lokasi.

Autokorelasi spasial lokal juga dapat dianalisis dengan G Statistik.
Autokorelasi spasial lokal dengan G statistik dirumuskan sebagai berikut:
6i = 2%

j=1%;

Wij; adalah unsur-unsur matriks pembobot spasial, n adalah jumlah data. Penentuan
konsentrasi spasial berdasarkan: a) G; > E(G;) : suatu daerah termasuk kategori
high values, b) G; < E(G;)) : suatu daerah termasuk kategori low values, ¢) G; =
E(Gj) : suatu daerah tidak memiliki konsentrasi spasial.

Pola sebaran lokasi yang diagunkan dan yang belum diagunkan dianalisis
dengan menggunakan ANN. Rumus untuk menghitung ANN sebagai berikut:

Dy nod; 0.5

ANN = — Dy =— Dg =
Dg 0 m E

W :
E(Gi) = r‘lf

BH
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Do adalah jarak rata-rata yang diamati antara setiap fitur dan tetangga
terdekat mereka, sedangkan Dg adalah jarak rata-rata yang diharapkan untuk fitur
dengan pola acak, m adalah jumlah kejadian dan A mewakili luas wilayah.
Pengelompokan hasil ANN adalah:
1.Acak, jika nilai ANN =1
2.Seragam, jika nilai ANN >1
3.Mengelompok, jika nilai ANN <1

Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sertipikat Sebagai Agunan untuk
Mengakses Modal

Untuk melihat faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai
agunan untuk mengakses modal digunakan regresi logistik. Persamaan regresi
logistik adalah sebagai berikut:

ln( p )=Bo+B1X

1-p
p : probabilitas logistik
Bo . konstanta
B; : koefisien regresi
X : variabel bebas

Variabel respon untuk analisis regresi logistik adalah status pemanfaatan
lahan untuk agunan (sudah=1/belum=0). Variabel bebas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jenis dan tipe data variabel bebas

No Jenis Variabel Tipe Data Keterangan
1 Umur numerik -
2  tingkat pendidikan numerik -
3 pemahaman kategori 0 : tidak paham
1 : kurang paham
2 : paham
4 jumlah anggota keluarga numerik -
5  kepemilikan kredit sebelumnya kategori 1 : belum punya kredit

0 : sudah punya kredit

6  luas kepemilikan lahan numerik -
7 pengeluaran perbulan numerik -
8 nilai tanah numerik -
9  jarak dari jalan numerik -

Tes Hosmer and Lemeshow dilakukan untuk menentukan ketepatan model
yang dibentuk, model tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model
dengan nilai observasinya. Pengujian Hosmer and Lemeshow adalah sebagai
berikut (Khaeri dan Pawitan 2018) :

Ho: model cukup mampu menjelaskan data atau sudah sesuai.

H;: model tidak cukup mampu menjelaskan data atau tidak sesuai.

Jika nilai signifikansi kecil dari derajat kesalahan maka tolak H,, artinya terdapat
perbedaan antara model dengan data (model tidak cukup baik), sebaliknya jika
nilai signifikansi besar dari derajat kesalahan maka terima H,, artinya tidak
terdapat perbedaan antara model dengan data (model cukup baik).
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Tahapan selanjutnya dilakukan uji signifikansi parsial untuk melihat
variabel independen yang berpengaruh nyata dilihat dari nilai signifikansi kurang
dari nilai derajat kesalahan. Besarnya pengaruh variabel bebas ditunjukkan oleh
nilai rasio odd yang merupakan eksponen dari koefisien regresi.

Menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Modal yang Diperoleh dari Agunan
Sertipikat Redistribusi Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dalam menganalisis pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan
sertipikat redistribusi tanah dilihat dari 2 pemanfaatan yaitu:
1. pemanfaatan untuk pertanian
Untuk pemanfaatan pertanian dilakukan perincian pemanfaatan pinjaman
tersebut berdasar pada jenis tahapan usahatani.
2. pemanfaatan untuk non pertanian
Untuk pemanfaatan non pertanian dilakukan perincian pemanfaatan pinjaman
tersebut digunakan misal untuk pendidikan, membuka usaha baru atau untuk
tindakan konsumtif.
pada masing-masing pemanfaatan dibandingkan proporsi pemanfaatannya untuk
melihat pemanfaatan yang lebih dominan. Setelah itu dibandingkan perubahan
pengeluaran masing-masing pemanfaatan untuk mengetahui pemanfaatan yang
bisa memberikan pengaruh paling besar terhadap peningkatan kesejahteraan.

Pengaruh pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan sertipikat
redistribusi tanah untuk kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek kemiskinan
melalui perubahan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita perbulan
sebelum dan sesudah ada agunan dianalisis dengan garis kemiskinan. Pengeluaran
perkapita sebelum diagunkan adalah nilai pengeluaran perkapita pada waktu
sebelum diagunkan dan menggunakan nilai garis kemiskinan pada waktu yang
sama untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Pengeluaran perkapita sesudah
diagunkan adalah nilai pengeluaran perkapita pada waktu wawancara responden
dan menggunakan nilai garis kemiskinan tahun 2020. Persentase penduduk
penerima redistribusi tanah yang miskin sebelum mengagunkan akan dilihat
perubahannya setelah ada modal dari agunan sertipikat redistribusi tanah.

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antara
pengeluaran sebelum ada tambahan modal dan setelah ada tambahan modal.
Korelasi berikutnya untuk melihat keeratan hubungan antara periode
mengagunkan, jarak lokasi dari jalan, nilai tanah, luas tanah dengan persentase
perubahan pengeluaran.

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan
antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi (r),
nilai r antara -1 sampai dengan 1. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi (r)
adalah:

ny xiyi — Yy xi Y, yi

\/"inz — (X xi)? -\/"Zyiz - X yi)?

n : jumlah data
¥x . total jumlah dari variabel x
Yy : total jumlah dari variabel y
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Kategori keeratan korelasi antar variabel adalah sebagai berikut:

a. 0,0< r<0,2 : korelasi sangat lemah
b. 02<r<04 : korelasi lemah

c. 0,4<r<0,7 : korelasi cukup (sedang)
d. 0,7<r<0,9 . korelasi kuat

e. 09<r<1,0 : korelasi sangat kuat
f.r=10 : korelasi sempurna

Uji signifikansi koefisien korelasi (uji t) dilakukan dengan langkah-langkah
pengujian sebagai berikut:
Ho : Tidak ada hubungan secara signifikan
H; : Ada hubungan secara signifikan
didasarkan pada taraf signifikansi tertentu (o) dan statistik uji t berikut

‘= rvn — 2
VI=r2
t : thitung
r : koefisien korelasi
n : jumlah data

Kesimpulan hasil pengujian adalah tolak Hg jika t hitung > type berarti ada
hubungan yang signifikan antara kedua variabel.

HASIL dan PEMBAHASAN
Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah

Objek kegiatan redistribusi tanah adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan
telah ditegaskan menjadi objek landreform. Di Kabupaten Pasaman Barat objek
kegiatan ini berasal dari tanah milik adat. Hak kepemilikan adat dilepaskan
kenegara, kemudian ditetapkan sebagai objek landreform oleh BPN.

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tidak dilaksanakan di semua
kecamatan pada tiap tahun pelaksanaan, hal ini dipengaruhi oleh jumlah target
yang dibebankan dari Kanwil BPN maupun kesiapan masing-masing lokasi.
Dibutuhkan pemberian pemahaman kepada pimpinan adat yang menguasai tanah
tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan ini yang berbeda dengan program
pensertipikatan tanah lainnya.

Pemanfaatan sertipikat untuk agunan tinggi di tahun pertama setelah
pembagian dan cenderung menurun setelahnya seperti terlihat pada Gambar 7. Ini
dipengaruhi karena masyarakat yang mengagunkan adalah mereka yang sebelum
ada sertipikat redistribusi tanah telah berencana untuk mendapatkan tambahan
modal dan punya rencana pemanfaatan modal. Bagi masyarakat yang lain setelah
memiliki sertipikat redistribusi tanah belum ada perencanaan tersebut. Hal ini
harus menjadi perhatian instansi terkait untuk memberikan pendampingan dan
pemantauan karena dibutuhkan pendampingan dan monitoring kepada penerima
sertipikat secara berkelanjutan supaya manfaat kegiatan ini bisa maksimal. Di
Kecamatan Sungai Beremas pemanfaatan untuk agunan hanya pada satu periode
yaitu tahun 2012 dan melalui kelompok tani. Pemanfaatan modal untuk membuka
dan menanami lahan dengan kelapa sawit.
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Gambar 7 Periode pemanfaatan sertipikat redistribusi tanah untuk agunan
perkecamatan

Pada Gambar 8 dan 9 dapat dilihat bahwa lokasi redistribusi tanah di
Kecamatan Gunung Tuleh memiliki nilai tanah yang kecil. Hal ini sangat
dipengaruhi oleh lokasi lahan tersebut yang jauh dari akses jalan dan lokasi ini
berbatasan dengan hutan lindung. Di Kecamatan Koto Balingka dan Lembah
Melintang memiliki lokasi redistribusi bernilai lebih tinggi karena berada dekat
dengan akses jalan utama, sedangkan di Kecamatan Talamau lokasinya dekat
dengan ibu kota kabupaten.
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99°20'0"E 99°30'0"E 99°40'0"E 99°50'0"E
h L L L
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1 nNilai Tan8h +

I 1313 - 2000 ~=

I 2001 - 4000 [ 100001 - 200000

[ 4001 - 6000 I 200001 - 2931378
Lokasi redistribusi

[ 6001-8000 [ yang belum diagunkan
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Gambar 8 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang belum diagunkan berdasarkan
zona nilai tanah

99°20'0"E 99°30'0"E 99°40'0"E 99°50'0"E
L L h L

0°300"N

0°20'0"N

Keterangan , @
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A1 L8650 I 200001 - 2031378

- Lokasi redistribusi

6001-8000 [ yang belum diagunkan

[ ] 8001 - 16000 jalan aspal

[ 16001 - 32000

[ 32001 - 100000

Gambar 9 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang diagunkan berdasarkan zona
nilai tanah

Gambar 10 memperlihatkan bahwa mayoritas lokasi redistribusi tanah
berada pada nilai tanah Rp 4000-8000, ini termasuk nilai tanah yang tidak terlalu
tinggi. Hal ini dipengaruhi karena lokasi redistribusi tanah mayoritas adalah
adalah lahan perkebunan dalam satu hamparan yang luas, ini biasanya berada jauh
dari jalan utama.
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Gambar 10 Klasifikasi ZNT lokasi redistribusi tanah

Gambar 11 memperlihatkan bahwa lokasi redistribusi tanah mayoritas
berada dibawah radius 2 km dari jalan. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses
pada saat membawa hasil panen. Gambar 12 memperlihatkan di Kecamatan
Sungai Beremas mayoritas lokasi yang diagunkan dan belum diagunkan berada
pada radius 2000 m. Lokasi lahan tersebut berada pada satu hamparan, sedangkan
lokasi yang berada pada radius 3000 m lebih banyak yang belum diagunkan.
Lokasi pada radius 500 m di Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Koto
Balingka lebih banyak yang telah diagunkan. Di Kecamatan Ranah Batahan
lokasinya tersebar dari dekat dengan jalan sampai jauh dari jalan. Bidang tanah di
kecamatan ini tersebar disebagian besar wilayah kecamatan. Lokasi yang
mayoritas berada pada radius 4000 m adalah di Kecamatan Gunung Tuleh, lokasi
ini jauh dari akses jalan dan perkampungan penduduk.

\ === Diagunkan
3000 +—
\ === Be lum diagunkan
2500 —\
m \
=
(]
= 2000 +——
=
3 \
£ 1500 +— \
2 N
1000 +— \
500 +— —
0 \'\

500 1000 2000 3000 4000

Buffer jalan (m)

Gambar 11 Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak dari jalan
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Gambar 12 Jumlah bidang dan luas lokasi redistribusi tanah buffer jalan
perkecamatan

Gambar 13 memperlihatkan lokasi yang diagunkan cenderung lebih banyak
pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum
diagunkan dominan pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan.
Lokasi yang belum diagunkan pada radius 40 km berada di Kecamatan Sungai
Aua, Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Gunung Tuleh, sedangkan
pada radius 60 km berada pada Kecamatan Ranah Batahan. Lokasi radius 60 km
dominan lokasi diagunkan dan belum diagunkan karena pada radius ini terdapat
Kecamatan Sungai Beremas (46% lokasi yang diagunkan berada dikecamatan ini).
Pada radius 60 km terdapat Kecamatan Ranah Batahan (42% lokasi yang belum
diagunkan berada pada kecamatan ini).
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Gambar 13 Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak ke pusat
pemerintahan

Gambar 14 memperlihatkan lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas
memiliki luas 1-2 ha perbidang tanah, baik yang diagunkan maupun yang belum
diagunkan. Bidang lokasi yang besar dari 2 ha lebih sedikit dibandingkan dengan
dari 1 ha. Penerima redistribusi tanah maksimal memperoleh 5 ha tiap KK. Lokasi
yang dikelola oleh kelompok umumnya memiliki luas lahan yang relatif sama.

10000
¥ bidang aan
9000 s fo) ® bidang
uas Mg
8000 4000 W luas (Ha)
7000
800
6000
5000 Z
4000
3000 400
2000 -
200
1000 -
0 + T T 0
<1ha 1-2ha » 2ha <1ha 12ha >2ha
Belum diagunkan Diagunkan

Gambar 14 Jumlah bidang berdasarkan luas lokasi redistribusi tanah

Gambar 15 memperlihatkan lokasi yang diagunkan di Kecamatan Koto
Balingka, Lembah Melintang, Ranah Batahan, Sungai Aua mayoritas memiliki
luas 1-2 hektar. Di Kecamatan Sungai Beremas semua lokasi memiliki luas 1-2
hektar, hal ini disebabkan karena kegiatan redistribusi di lokasi ini dilaksanakan
hanya satu kali periode kegiatan dan berada pada satu hamparan serta dikelola
oleh kelompok tani yang mengatur luas lahan masing-masing anggota.
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Lokasi belum diagunkan mayoritas memiliki luas 1-2 hektar. Di Kecamatan
Gunung Tuleh, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Sungai Beremas tidak ada
lokasi yang lebih besar dari 2 hektar. Di Kecamatan Talamau semua lokasinya
berada pada luas 1-2 hektar karena dari awal pihak kelompok tani telah mengatur
luas untuk tiap anggota.
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g oo | 1Zhe
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#2000 -
L 400
z 2
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Kecamatan Kecamatan
Belum diagunkan Diagunkan

Gambar 15 Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan luas perkecamatan

Penggunaan tanah lokasi redistribusi tanah mayoritas perkebunan dan
pertanian lahan kering, selain itu terdapat penggunaan belukar, sawah dan tanah
terbuka. Lokasi redistribusi yang berupa tanah belukar atau tanah terbuka
dipersiapkan untuk jadi lahan perkebunan, seperti di Kecamatan Sungai Beremas
sebanyak 500 bidang tanah.
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I semakBelukar Rawa

[ Tanah Terouka

Gambar 16 Sebaran lokasi redistribusi tanah berdasarkan penggunaan tanah
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Pola Spasial Lokasi Sertipikat Redistribusi Tanah

Lokasi sertipikat yang belum dimanfaatkan untuk agunan tersebar di setiap
kecamatan lokasi kegiatan redistribusi tanah, paling banyak di Kecamatan Ranah
Batahan yaitu sebanyak 4.337 buah (96,10%). Kecamatan Sungai Beremas
memiliki persentase lokasi yang belum diagunkan paling sedikit yaitu 19,20 %
karena sebagian besar lokasinya telah dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk
agunan. Di Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Talamau lokasi yang belum
diagunkan berada pada satu hamparan lokasi. Pada kedua lokasi tersebut belum
ada pemanfaatan untuk agunan karena ada permasalahan pada kelompok tani yang
telah dibentuk. Sementara itu di kecamatan yang lain lokasinya relatif tersebar.
Gambar 17 memperlihatkan sebaran bidang lokasi tanah yang belum diagunkan.

99°200"E 99°30'0"E 99°400"E 99°50°0"E

Ranah Bagdlibn 4 ;fi
™ 5 -
3

0°30'0"N

Keterangan

oo Megdey 4 O i

$ 3 P AN ~ > 4 e embal
v X7 . 4 ’
. & v
FAY ] ( “ g
Al ) KABUPATEN PASAMAN
sl

2

g

u:,"j
0°20°0"N

.
.
0"10°0"N

~ =t B
SAMUDERA INDONE SIA

Gambar 17 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang belum diagunkan

Lokasi sertipikat yang sudah dimanfaatkan untuk agunan tersebar di
Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Sungai Aua,
Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Koto Balingka. Persentase paling
tinggi lokasi yang telah diagunkan yaitu di Kecamatan Sungai Beremas yaitu
80,80. Gambar 18 memperlihatkan sebaran bidang lokasi yang sudah diagunkan.
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Gambar 18 Sebaran lokasi redistribusi tanah yang diagunkan
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Pola spasial lokasi redistribusi tanah dianalisis, baik pada tanah yang sudah
diagunkan atau belum diagunkan dengan menghitung nilai indek Moran, LISA
dan ANN. Lokasi yang belum diagunkan secara statistik nyata memiliki
autokorelasi spasial global. Lokasi yang belum diagunkan memiliki nilai indeks
Moran 0,43, yang menunjukkan pola autokorelasi spasial positif. Demikian juga
dengan lokasi yang diagunkan pun memiliki autokorelasi spasial global.
Perhitungan indeks Moran untuk lokasi yang sudah diagunkan menghasilkan nilai
0,39, yang menunjukkan autokorelasi spasial positif.
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Gambar 19 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang diagunkan dengan LISA

Untuk mengetahui lokasi autokorelasi spasial dilakukan analisis LISA dan
G statistik. LISA memperlihatkan lokasi yang diagunkan memiliki autokorelasi
spasial lokal pada 575 bidang tanah. HH adalah bentuk autokorelasi paling
dominan dan sebagian besar berada di Kecamatan Sungai Beremas. Hal ini
dipengaruhi karena di kecamatan ini lokasi yang diagunkan memiliki luas yang
sama Yyaitu 2 hektar dan berbatas langsung antar bidang tanahnya.
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Gambar 20 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang belum diagunkan dengan LISA

LISA memperlihatkan lokasi yang belum diagunkan memiliki autokorelasi
spasial lokal pada 4172 bidang bidang tanah. LL adalah bentuk autokorelasi
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paling dominan. Secara umum ditunjukan bahwa autokorelasi spasial hanya
terdeteksi di sebagian kecil lokasi yang belum diagunkan .

Gambar 21 memperlihatkan hasil analisis G statistik lokasi diagunkan
yang memiliki luas yang besar terjadi pengelompokan sebanyak 421 bidang dan
mayoritas di Kecamatan Sungai Beremas. Pengelompokan luas yang kecil
sebanyak 339 bidang berada pada beberapa lokasi.
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Gambar 21 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang diagunkan dengan
G statistik
Gambar 22 memperlihatkan hasil analisis G statistik lokasi yang belum
diagunkan, terjadi pengelompokan luasan yang besar sebanyak 2983 bidang.
Mayoritas lokasi pengelompokan di Kecamatan Ranah Batahan. Pengelompokan
luas yang kecil sebanyak 5151 bidang berada pada beberapa lokasi.
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Gambar 22 Hasil autokorelasi spasial lokasi yang belum diagunkan dengan
G statistik
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Tabel 3 memperlihatkan lokasi redistribusi tanah yang diagunkan dan
yang belum diagunkan memiliki pola penyebaran mengelompok berdasarkan nilai
indeks Moran dan ANN. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi sertipikat redistribusi
tanah telah diagunkan dan yang belum diagunkan berada dalam satu hamparan
sehingga tampak mengelompok. Hal ini dipengaruhi karena pelaksanaan
redistribusi tanah berdasarkan inisiatif dari pemilik ulayat (pimpinan adat).
Kegiatan ini dilaksanakan pada lokasi tertentu yang pemilik ulayatnya bersedia
melepaskan terlebih dahulu haknya kepada negara untuk dibagikan kembali
melalui redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi di masing-masing kecamatan
biasanya berada pada beberapa jorong (unit daerah administrasi dibawah
nagari/desa) dan pada masing-masing jorong berada pada beberapa hamparan
dengan jumlah bidangnya sebanyak 50-200 bidang.

Tabel 3 Pola sebaran lokasi redistribusi tanah

Diagunkan Belum diagunkan
Nilai Pola sebaran Nilai Pola sebaran
Indeks Moran 0,39 mengelompok 0,43 mengelompok
ANN 0,32 mengelompok 0,37 mengelompok

Lokasi redistribusi tanah yang telah diagunkan maupun yang belum
diagunkan memiliki sebaran yang mengelompok (ANN < 1) dengan nilai ANN
masing-masing 0,32 dan 0,37. Semua hasil ANN ini didukung dengan uiji
signifikansi dimana nilai z score yang lebih kecil dari z tabel (0=5%).

Tabel 4 Nilai ANN lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman Barat

Nilai ANN Pola Penyebaran
No Lokasi Diagunkan Belum Diagunkan Belum
Diagunkan Diagunkan

1 Kec.Sungai 0.949397 0.608020 mengelompok  mengelompok
Beremas

2 Kec.Ranah 0.469671 0.639558 mengelompok  mengelompok
Batahan

3 Kec.Lembah 0.765014 0.445584 mengelompok  mengelompok
Melintang

4 Kec.Koto 0.233185 0.285510 mengelompok  mengelompok
Balingka

5 Kec.Sungai Aua 0.351477 0.359446 mengelompok  mengelompok

6 Kec.Gunung - 1.344431 - seragam
Tuleh

7 Kec.Talamau - 1.271198 - seragam

Tabel 4 memperlihatkan lokasi redistribusi tanah yang diagunkan dan belum
diagunkan di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan
Lembah Melintang, Koto Balingka dan Kecamatan Sungai Aua memiliki pola
mengelompok. Hal ini karena lokasi redistribusi tanah cenderung dalam satu
hamparan atau memiliki jarak antar bidang yang tidak terlalu jauh. Sedangkan di
Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Talamau lokasi redistribusi tanah
memiliki pola penyebaran seragam. Hal ini disebabkan karena redistribusi tanah
pada kedua lokasi dilaksanakan satu kali periode kegiatan dan lokasinya pada satu
hamparan yang semua bidang tanah saling berbatas langsung.
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Gambar 23 Mean center lokasi redistribusi tanah

Secara keseluruhan lokasi redistribusi tanah memiliki pusat lokasi rata-rata
(mean center) di koordinat 99°31°27”E, 0°20°3”N, sedangkan lokasi yang belum
diagunkan memiliki mean center ke arah utara dari mean center lokasi redistribusi
tanah keseluruhan (99°32°3”E, 0°20°56”N). Lokasi yang diagunkan memiliki
mean center berada di sebelah selatan mean center lokasi redistribusi tanah
keseluruhan (99°28°17E, 0°16°2”N) seperti pada Gambar 22. Mean center lokasi
yang diagunkan mengarah ke selatan karena lokasi yang diagunkan 46% berada di
Kecamatan Sungai Beremas yang berada di selatan dari mean center lokasi
redistribusi tanah. Mean center lokasi yang belum diagunkan berada arah utara
dari mean center lokasi redistribusi tanah karena 42% lokasi yang belum
diagunkan berada di Kecamatan Ranah Batahan dalam satu hamparan lokasi di
Kecamatan Gunung Tuleh. Lokasi ini berada arah utara mean center lokasi
redistribusi tanah dengan jumlah bidang sebanyak 1.350 bidang yang belum
diagunkan.

Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sertipikat sebagai Agunan untuk
Mengakses Modal

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat
redistribusi tanah untuk agunan dianalisis pengaruh sembilan buah variabel
independen. Variabel dependen dalam analisis regresi logistik ini adalah 1
(mengagunkan) dan O (belum mengagunkan), Tabel 5 memperlihatkan sebaran
data responden.

Tabel 5 Sebaran data responden

No Variabel Data responden Keterangan
Minimum Maksimum  Median
Umur 23 75 47 -
tingkat 6 16 12 -
pendidikan

3 pemahaman paham : 155

kurang paham : 32
tidak paham :3
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No

Variabel

Minimum

Maksimum

Median

Keterangan

jumlah
anggota
keluarga
kepemilikan
kredit
sebelumnya
luas
kepemilikan
lahan
pengeluaran
perbulan
nilai tanah

jarak dari jalan

8.024

1.000.000

1.000
500

8

26.316

5.500.000

7.000
4.000

4

10.500

2.000.000

6.000
1.000

belum : 146
sudah : 44

Tabel 6 Hasil uji signifikansi parsial

Tabel 6 memperlihatkan hasil uji signifikansi parsial. Faktor yang
signifikan (0=5%) mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk
akses modal adalah jumlah anggota keluarga, luas dan pengeluaran.

B p Exp(B)
Intersep -3,561 0,134 0,028
Usia (X1) 0,017 0,552 1,017
Pendidikan (X2) 0,032 0,755 0,969
Pemahaman (X3) 210394 0,997 1955944746
Jumlah Anggota Keluarga (X4) -0,385 0,039 0,680
Kredit (X5) -0,450 0,439 0,638
Luas (X6) 2,818 0,000 16,747
Pengeluaran (X7) 0,483 0,042 1,620
ZNT (X8) -0,087 0,578 0,917
Jarak (X9) 0,044 0,870 1,045
Uji Hosmer-Lemeshow , y° = 1,878, df=8, p = 0,985
Persamaan regresi logistik faktor yang mempengaruhi pemanfaatan

sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal adalah:
In ( 1%15) =-4,053 — 0,387 Jumlah anggota keluarga + 2,818 Luas + 0,479 Pengeluaran

Model tersebut berdasarkan uji Hosmer-Lemeshow menunjukan model yang
cukup baik. Tabel 6 memperlihatkan nilai chi square sebesar 1,878, lebih kecil
dari nilai chi square tabel sehingga terima Hy Kecocokan model dapat dilihat
pada kecocokan hasil penyesuaian model terhadap data asli. Tabel 7
memperlihatkan hasil ketepatan klasifikasi, nilai proporsi prediksi yang tepat
adalah sebesar (83 + 79) / 190 = 85,3%, artinya model tersebut dapat memprediksi
dengan benar sebesar 85,3%.

Tabel 7 Hasil ketepatan klasifikasi

Diagunkan Belum diagunkan

Diagunkan 83 7
Belum diagunkan 21 79
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Pengaruh variabel secara parsial dapat dilihat dari nilai rasio odds (Exp(B)).
Variabel jumlah anggota keluarga memiliki nilai odds rasio sebesar 0,679.
Interpretasinya adalah penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki jumlah
anggota keluarga lebih banyak memiliki peluang untuk mengagunkan 0,679 kali
lebih besar dibandingkan yang memiliki jumlah anggota keluarga sedikit. Ini
berarti bahwa penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki lebih sedikit
anggota keluarga lebih berpeluang untuk mengagunkan, ini sejalan dengan hasil
penelitian Wati (2015) yang menyatakan jumlah anggota keluarga berhubungan
negatif dengan keputusan dalam mengakses kredit.

Penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki lahan yang luas
memiliki peluang untuk mengagunkan 16,741 kali lebih besar dibandingkan yang
memiliki lokasi yang luasnya kecil. Ini berarti penerima sertipikat redistribusi
tanah yang memiliki lahan yang luas lebih berpeluang untuk mengagunkan. Ini
sejalan dengan hasil penelitian Wati et al. (2018) bahwa lahan garapan yang lebih
luas akan meningkatkan peluang untuk mengakses kredit.

Penerima sertipikat redistribusi tanah yang memiliki pengeluaran besar
memiliki peluang untuk mengagunkan 1,615 kali lebih besar dibandingkan yang
memiliki pengeluaran yang rendah. Ini berarti penerima sertipikat redistribusi
tanah yang memiliki pengeluaran yang tinggi lebih berpeluang untuk
mengagunkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sartika dan Karyani (2018)
yang menyatakan petani dengan jumlah pendapatan yang lebih tinggi memiliki
kesempatan mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan bank.

Pengaruh secara parsial memperlihatkan bahwa peluang mengagunkan lebih
besar pada penerima sertipikat yang memiliki pengeluaran perkapita yang lebih
tinggi. Pada sebagian masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran perkapita
lebih rendah belum memanfaatkan sertipikat untuk agunan karena belum memiliki
kepercayaan diri untuk memanfaatkan modal yang diperoleh. Ini berhubungan
dengan perasaan belum optimis untuk dapat membayar pinjaman dan mendapat
peningkatan perekonomian dari modal yang diperoleh. Hal ini harus menjadi
perhatian instansi terkait karena masih rendah peluang penerima sertipikat
redistribusi  tanah yang memiliki pengeluaran perkapita rendah untuk
mengagunkan. Padahal mereka merupakan target utama yang harus diupayakan
peningkatan pengeluaran perkapita melalui akses modal supaya kesejahteraannya
bisa meningkat. Pendampingan dari instansi terkait sangat diperlukan supaya
mereka bisa mengakses kredit dan memiliki kepercayaan diri dalam
memanfaatkan modal yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan penerima sertipikat redistribusi tanah yang belum
mengagunkan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan belum memanfaatkan
sertipikat redistribusi tanah untuk agunan sebagai berikut:

1. Penerima sertipikat belum membutuhkan tambahan modal atau belum ada
rencana pemanfaatan modal. Hal ini berkaitan dengan belum adanya
pendampingan secara optimal, sehingga peluang-peluang untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat belum bisa dilakukan secara maksimal. Dengan
adanya pendampingan bisa membuka pandangan masyarakat, misalnya
penerima sertipikat yang mempunyai usaha mikro atau kecil bisa
memanfaatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Petani bisa
memanfaatkan pinjaman untuk mengotimalkan lahan. Pendampingan membuat
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masyarakat akan menjadi lebih optimis dalam pemanfaatan modal yang
diperoleh.

2. Faktor adat dan budaya masyarakat yang beranggapan suatu hal yang bisa
membuat malu saat menggadaikan (mengagunkan) barang.

3. Faktor kepercayaan menjadi salah satu penyebab penerima sertipikat tersebut
belum diagunankan. Hal ini bisa diatasi dengan melibatkan perbankan syariah
pada saat melakukan sosialisasi maupun pada tahap bina penerima sertipikat.

4. Terdapat kasus penerima sertipikat tersebut sudah tersangkut kredit macet
sebelum ada kegiatan redistribusi tanah.

5. Pemahaman yang kurang tepat dari sebagian pihak perbankan di beberapa
lokasi tentang catatan pada sertipikat tentang larangan pengalihan hak
sertipikat redistribusi tanah selama 10 tahun. Pada tahap awal kondisi seperti
ini diselesaikan dengan masyarakat atau pihak perbankan meminta penjelasan
ke kantor pertanahan, tapi mulai tahun 2018 catatan pada sertipikat redistribusi
tanah telah direvisi dengan dinyatakan secara eksplisit peralihan hak sebagai
dampak dari mengagunkan sertipikat diizinkan.

Pengaruh Pemanfaatan Modal yang Diperoleh untuk Kesejahteraan
Masyarakat

Pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan sertipikat redistribusi tanah
berdasarkan Tabel 8 mayoritas untuk kegiatan pertanian yaitu sebanyak 75%.
Dominannya pemanfaatan untuk pertanian disebabkan lokasi redistribusi tanah
merupakan lahan pertanian dan salah satu persyaratan subjek penerima sertipikat
redistribusi tanah adalah petani (Sapriadi 2015). Mata pencaharian utama sebagai
petani menyebabkan modal yang diperoleh lebih diprioritaskan untuk usahatani.
Selain itu kegiatan redistribusi tanah mengarah kepada mengoptimalkan potensi
lahan pertanian.

Tabel 8 Pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan

No Pemanfaatan Modal % Pemanfaatan % peningkatan
pengeluaran

1  Pertanian 75 64,04

2 Non pertanian 16 62,33

3  Pertanian dan non pertanian 9 48,4

Pemanfaatan untuk pertanian terdiri dari pembelian bibit, membuka lahan,
membeli lahan dan pemeliharaan. Pembelian bibit untuk lahan yang baru dibuka
maupun untuk menanam lahan yang sebagian masih kosong. Untuk lahan yang
belum diolah, pemanfaatan modal digunakan untuk membuka lahan dan
menanaminya. Beberapa penerima modal memanfaatkan modal untuk menambah
lahan kebunnya, sedangkan kegiatan pemeliharaan digunakan untuk
mengoptimalkan pemupukan lahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lumbanraja
(2013) bahwa modal yang diperoleh petani dipergunakan untuk pemupukan dan
pestisida. Pemanfaatan modal untuk pertanian memberikan pengaruh peningkatan
pengeluaran yang lebih besar dibandingkan non pertanian. Pengaruh yang besar
ini karena berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi
masyarakat melaksanakan perbaikan dalam proses pemupukan. Pemupukan untuk
memperoleh hasil maksimal lahan kebun sawit dilakukan satu kali setiap tiga
bulan, kebanyakan petani selama ini mengaplikasikan pemupukan hanya 2 kali
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dalam satu tahun. Masyarakat merasakan peningkatan produktivitas akibat
mengoptimalkan pemeliharaan lahan. Selain itu pemanfaatan modal untuk
membeli lahan baru yang sudah ada tanaman juga memberikan dampak yang
besar terhadap peningkatan pendapatan.

Pemanfaatan untuk kegiatan non pertanian digunakan untuk membuka
usaha baru seperti toko pakaian, toko kelontong, warung kopi, modal untuk
menjadi agen buah sawit dan untuk memperluas usaha. Pemanfaatan untuk
membuka usaha baru menyebabkan perluasan kegiatan perekonomian yang
memungkinkan terjadinya peningkatan perekonomian.

Pemanfaatan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian secara bersamaan
dilakukan untuk pemeliharaan lahan dan mengembangkan usaha. Pengembangan
usaha terdiri dari memperbaiki bangunan warung dan menambah jumlah pasokan
barang di warung atau toko.

Peran modal yang diperoleh dari agunan untuk kesejahteraan masyarakat
dilihat dari aspek kemiskinan. Kemiskinan dihitung dari nilai pengeluaran
perkapita dibandingkan dengan batas garis kemiskinan. Penerima sertipikat
redistribusi tanah yang berada dalam kondisi miskin sebelum mengagunkan
sertipikat sebanyak 12% dan setelah ada modal menurun jumlahnya menjadi 7%.
Dengan mengasumsikan kondisi cateris paribus maka pemanfaatan modal
tersebut dapat meningkatkan perekonomian sehingga jumlah pengeluaran
perkapita menjadi meningkat yang berdampak jumlah penerima redistribusi tanah
yang miskin berkurang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nasra et al. (2019)
bahwa pendapatan meningkat dengan adanya modal usaha yang cukup, demikian
juga penelitian Rosmiati (2012) yang menyatakan rumah tangga petani
memberikan respons yang positif terhadap besarnya kredit yang dapat
meningkatan pengeluaran konsumsi. Demikian juga kegiatan redistribusi tanah di
Kabupaten Lampung Selatan membawa perubahan kepada masyarakat melalui
pemanfataan sertipikat tersebut untuk mendapatkan modal usaha (Purnamasari
dan Hutagalung 2012), sedangkan kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa
Tengah berhasil membawa kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi
tanah (Istiningdyah et al. 2018).

Penurunan jumlah penerima sertipikat redistribusi tanah yang miskin belum
bisa maksimal karena pemanfaatan modal yang diperoleh belum optimal. Hal ini
membutuhkan peran instansi terkait untuk melakukan pendampingan atau
pemberdayaan kepada penerima modal, misalnya dinas perkebunan dengan
memberikan arahan pemupukan dan pemeliharaan lahan baik atau dinas
perdagangan untuk bagian pemasaran.

Selain untuk akses modal, pemanfaatan sertipikat untuk agunan juga supaya
kegiatan redistribusi tanah bisa memberi manfaat jangka panjang bagi
penerimanya. Pemanfaatan lahan yang kurang optimal akan memperoleh output
yang tidak maksimal, sehingga petani yang miskin akan sulit untuk meningkatkan
kesejahteraan. Petani yang miskin berpotensi lebih besar dalam menjual sertipikat
redistribusi tanah (lbnudin 2016). Pada beberapa lokasi masyarakat penerima
redistribusi tanah membentuk kelompok atau koperasi seperti di Kecamatan
Sungai Aua sehingga lebih mudah dalam mengoptimalkan potensi lahan. Hal ini
sejalan dengan penelitian Diana (2019) bahwa usaha mikro kecil yang menjadi
anggota koperasi memiliki peluang tiga kali lebih besar untuk mendapatkan akses
permodalan dibanding usaha yang bukan anggota koperasi.
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Nilai rataan pengeluaran sebelum tambahan modal adalah Rp2.183.333,00
sedangkan setelah ada tambahan modal Rp3.175.555,00. Tabel 9 menunjukan
bahwa berdasarkan uji t terdapat perbedaan antara pengeluaran sebelum dan
setelah ada tambahan modal berdasar lama periode mengagunkan.

Tabel 9 Uji t pengeluaran sebelum dan sesudah tambahan modal

No Lama diagunkan Rataan Rataan uji t p
(tahun) sebelum (Rp)  sesudah (Rp)

1. <3 2.150.000 2.958.333 -6,563 4,825E-06

2. 3-5 2.020.833 3.283.333 -13,487 2,072E-12

3. >5 2.277.083 3.203.125 -6,821 1,524E-08

Uji keeratan hubungan antara pengeluaran sebelum dan setelah tambahan
modal menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,86. Nilai ini menunjukkan
adanya korelasi kuat antara pengeluaran sebelum dan setelah proses pengagunan
sertipikat.

Korelasi positif yang kuat antara pengeluaran sebelum ada tambahan modal
dan setelah ada tambahan modal memperlihatkan peran modal untuk
meningkatkan pengeluaran. Gambar 24 memperlihatkan pola sebaran data
hubungan antara pengeluaran sebelum diagunkan dan setelah diagunkan. Arah
sebaran menunjukan hubungan yang positif. Ini berarti tingkat pengeluaran
sebelum ada tambahan modal akan mengalami peningkatan setelah ada tambahan
modal.

12

10 4

Pengeluaran setelah tambahan modal
(juta rupiah)

0 2 4 6
Pengeluaran sebelum tambahan
modal (juta rupiah)

Gambar 24 Kaorelasi pengeluaran sebelum dan sesudah diagunkan

Tabel 10 memperlihatkan bahwa periode mengagunkan dengan persentase
perubahan pengeluaran berkorelasi positif yang sangat lemah dan tidak signifikan
secara statistik. Hal ini menunjukan bahwa besarnya jumlah peningkatan
pengeluaran cenderung makin besar dengan lamanya durasi sertipikat tersebut
diagunkan, namun data yang ada belum mampu dibuktikan nyata secara statistik.
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Tabel 10 Korelasi periode mengagunkan, jarak, nilai tanah dan luas dengan
persentase perubahan pengeluaran

r P
periode mengagunkan 0,100 0,345
jarak 0,095 0,376
nilai tanah -0,005 0,963
luas -0,224 0,033

Jarak lokasi dari jalan memiliki korelasi positif yang sangat lemah dengan
persentase perubahan pengeluaran sedangkan nilai tanah memiliki korelasi negatif
yang sangat lemah dengan perubahan pengeluaran. Luas bidang lahan memiliki
korelasi negatif dengan persentase perubahan pengeluaran dan secara statistik
signifikan. Ini memperlihatkan bahwa lahan yang luas cenderung perubahan
pengeluarannya lebih kecil dan sebaliknya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Secara umum setelah sertipikat redistribusi tanah tersebut dikeluarkan
ditahun berikutnya sudah mulai dimanfaatkan untuk agunan.

2. Lokasi redistribusi tanah yang belum diagunkan dan yang diagunkan
memiliki autokorelasi spasial. Lokasi redistribusi tanah yang sudah
diagunkan dan yang belum diagunkan memiliki pola mengelompok.

3. Faktor yang signifikan mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai
agunan untuk mengakses modal adalah jumlah anggota keluarga, luas dan
pengeluaran.

4. Redistribusi tanah berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui penurun jumlah penduduk miskin, tapi belum bisa optimal dan
membutuhkan pemberdayaan bagi penerima sertipikat tersebut. Ada korelasi
positif yang kuat antara pengeluaran sebelum diagunkan dan setelah
diagunkan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai

berikut:

1 Lebih memaksimalkan pendampingan oleh instansi agar pemanfaatan
sertipikat redistribusi tanah dapat lebih optimal.

2 Untuk mempermudah masyarakat mengakses perbankan instansi terkait
bersinergi dengan perbankan terutama pada saat bina penerima manfaat
sertipikat redistribusi tanah.
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